Menimbang

pendidikan nont‘orma_],-_ -
b. bahwa untuk mendapa
pendidikan anak usia

Kepala Dinas Pendidikan K‘abupaten Garut-.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor" 20 tahun 2003

Mengingat O i
o _‘53

. Undang-undang Republik Indonesia Namor 3.5 T.ahun ‘2014 tenta
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak (Lembaga N
Indonesia Tahun 2002 Nomor 78);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pengelola dan Penyeleng
Pendidikan (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 2-3)__,-. '

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerin
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);

6. Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tantang Standar
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

7. Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian
Satuan Pendidikan Nonformal (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor (s
78); -

8. Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia. ]
Tahun 2003 Nomor 47); 'S

9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomeor 23 Tahun 2008 tentang Pemb‘gnm]{ap-,-
dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014
Nomor 385):

10. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayana
Minimal. A
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penuelenggaraan Perizina

Beruasaha Berbasis risiko.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Catra Kandang Wesi Nomor: 001/8PS/MK‘R{VI/2024
Tanggal 2 Juni 2024.tentang permohonan izin Operasional Penyelengaraan lembaga :
PAUD. [ '

2. Rekomendasi Kepala Desa Gunung Jampang Nomor 420/017/VI1/2024-Desa Tanggal ?" |
Juni 2024
3. Rekomendasi Camat Kecamatan Bungbulang Nomor










